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BAB III 

       PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa: 

       Peran kepolisian dalam hal untuk menangani tindak pidana kekerasan 

yang berlatar belakang suku berbeda di DIY, bahwa peran kepolisian 

tersebut sangat besar untuk menjaga hubungan antara satu suku dan suku 

yang lain, hal ini dilakukan untuk terciptanya komunikasi yang baik dan 

saling terbuka dengan suku yang lain di DIY. Strategi yang dilakukan 

kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan yang berlatar 

belakang juga dilakukan melalui upaya-upaya preventif dan refresif. 

Dimana kepolisian dalam hal upaya preventif melakukan tindakan untuk 

mencegah terjadinya kekerasan dilakauakn dengan cara pendekatan, 

sosialisasi, kerjasama dengan tokoh masyarakat, begitu juga dengan hal 

menangani tindak pidana kepolisian melakukan upaya refresif, dimana 

upaya kepolisian menjauhkan masyarakat dari ancaman tindakan 

kekerasan tersebut polisi dalam hal ini mempercepat dilakukannya 

penyelidiakn, penyidikan, hingga sampai pada pengadilan yahng 

berpedoman pada UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia 

 



 

 

89 
 

  

B. Saran 

       Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis 

menyarankan bahwa seyogyanya mahasiswa dan para pendatang yang 

akan menetap dan mencari penghasilan di DIY untuk selalu mengikuti 

apa yang terjalin lama di dalam lingkungan masyarakat yaitu DIY. 

Dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung, dimana kamu berada 

maka kamu mengikuti hal yang sudah seharusnya kamu ikutin yaitu 

dengan cara harus menyadari hukum itu ada dan slalu aktif untuk 

menyelesaikan suatu konflik, harus menyadari keanekaragaman, 

mengutamakan penyelesaian suatu masalah degan cara kekeluargaan 

agar tidak merugikan orang lain dan diri sendiri, hal ini juga diminta 

agar kita dapat mendekatkan diri dengan masyarakat sekitar atau 

lingkungan dan dapat berbaur dengan masyarakat dalam 

menyelesaikan sesuatu masalah atau acara dilingkungan tersebut. 
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